BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat
mengungkapkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. ProsedurPembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di
Kecamatan Padang Timur mengharus penduduk yang ingin
membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik membawa berkas-
berkas berupa foto copy Kartu Keluarga, Surat Pengantar dari
RT/RW, ljazah Terakhir, Bukti lunas Pembayaran PBB serta F-
1.21.Dalam hal ini penduduk diberikan syarat tambahan oleh
Kecamatan yaitu berupa bukti Pelunasan PBB. Syarat itu merupakan
program dari Kelurahan dan Kecamatan. Apabila syarat
tambahantidak di penuhi oleh masyarakat yang mengurus Kartu
Tanda Penduduk Elektronik maka data masyarakat yang
berkepentingan tidak akan di proses oleh pihak Kecamatan.
Tujuannya  pemberian syarat tambahan bukti pelunasan PBB
tersebut adalah agar masyarakat mau membayar PBB untuk

meningkatan pendapatan daerah.
2. Kendala yang dihadapi dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik adalah kosongnya blangko Kartu Tanda Penduduk
Elektronik tersebut yang membuat banyak data penduduk menjadi

menumpuk dan masyarakat lama menunggu keluarnya bukti fisik



dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut tercetak. Adapun
cara untuk mempermudah masyarakat yang memang benar
membutuhkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini Pemerintah
mengeluarkan Surat Keterangan Penggantian Kartu Tanda Penduduk
Elektronik Sementara, yang hanya berlaku 6 (enam) bulan saja sejak
di terbitkan. Kendala berikutnya adalah hilangya data penduduk
yang telah melakukan perekaman data. Hal tersebut terjadi karna dua
faktor yang pertama arsip data penduduk yang tersimpan dalam
perangkat komputer dan perekaman data terkena virus sehingga data
tersebut terhapus, faktor kedua adalah adanya data penduduk yang
kurang saat perekaman data seperti tidak adanya nama orang tua

dari pendududk tersebut.

B. Saran
Setelah memperhatikan hasil dari penelitian dan permasalahan
yang telah di bahas, sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan.
Selanjutnya, penulis dapat mengemukakan beberapa saran yaitu :

1. Harus adanya kejelasan bagi masyarakat dalam syarat
kepengurusan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
kenapa masyarakat diberikan syarat tambahan bukti lunas
pembayaran PBB, sementara Menteri Dalam Negeri telah
melarang pemerintah untuk memberikan syarat tambahan dalam

pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik melalui Surat



Edaran Nomor 471/ 1768/ SJ tentang Percepatan Penerbitan
KTp-el dan Akta Kelahiran. Hal tersebut dirasa mempersulit
masyarakat dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik
sebaiknya pemerintah harus merancang program baru untuk
masyarakat agar mau membayar PBB tersebut.

. Dalam kendala Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
sebaiknya Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk
Elektronik ~ Sementara  tersebut. Harusnya pemerintah
memberikan tenggang waktu pemberlakuan surat keterangan ini
sampali batas blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersedia
dan masyarakat telah menerima bukti fisik dari Kartu Tanda
Penduduk Elektronik tersebut. Dalam hal hilangnya data
penduduk di Kecamatan bagi penduduk yang sudah merekam
data sebaik nya pihak Kecamatan membuat cadangan
penyimpananan data kependudukan yang mengurus kartu tanda
kependudukan, sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak di
inginkan pihak Kecamatan masih menyimpan data cadangan

penduduk tersebut.



